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Pihak yang Hadir: 
 

A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025: 

 
Abu Riza Billadina 
 

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025: 
 

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren 

2. Reyhan Fayyaz Rizal 
 

C. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025: 

 
Yoga Prawira Suhut 
 

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025: 
 

1. Muhammad Haikal Firzuni 
2. M. Fahrul Rhozi Lubis   

 
E. Pemerintah: 
 

1. Rahadhi Aji     (Kementerian Hukum) 
2. Tiopan benny Sitorus   (Kementerian Hukum) 
3. Syvania Destiani    (Kementerian Hukum) 

4. Rachman Ferry Isfianto   (Kementerian BUMN) 
5. Wahyu Setyawan     (Kementerian BUMN) 
6. Rudi Rusli     (Kementerian BUMN) 

7. Irfan Maulana Muharikin   (Kementerian BUMN) 
8. Anton H. G. Napitupulu   (Kementerian BUMN) 
9. Redi Setiadi     (Kementerian BUMN) 

10. Adirizal Muhammad Dito   (Kementerian BUMN) 
11. Anindya Pratiwi    (Kementerian BUMN) 
12. Fahresha Muchtar    (Kementerian BUMN) 
13. Karunia Pramanti Putri   (Kementerian BUMN) 

14. Mia Mentari Faroya    (Kementerian BUMN) 
15. Sukendar     (Kementerian BUMN) 
16. Beko Setiawan    (Kementerian BUMN) 

17. Anas Puji Istanto    (Kementerian BUMN) 
18. Hizbullah Hanif    (Kementerian BUMN) 

*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.  
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).  
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: SUHARTOYO [00:00] 
  

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 52 dan 

64/PUU-XXII/2024[sic!] dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka 
untuk umum.  

 
    

 
Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk 

kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir untuk 52 dulu, 

silakan.  
  

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-

XXIII/2025: REYHAN FAYYAZ RIZAL [00:00]  
  

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fayyaz, 

hadir di sini ditemani oleh Kuasa yang satu lagi, Nicholas, dan juga ada 
Rizal Billadina, Pemohon.  
  

3. KETUA: SUHARTOYO [00:46]  
  

Baik, dari 64? 
  

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-
XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [00:46]  
  

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
Perkenankan, kami Kuasa Hukum dan pendamping dari Pemohon … Para 
Pemohon Perkara Nomor 64. Saya Muhammad Haikal Firzuni, juga hadir 

Fachrul Rozi Lubis, dan hadir juga Prinsipal Yoga Prawira Suhut yang 
mewakili LKBHMI cabang Jakarta Barat. Terima kasih, Yang Mulia.  
  

5. KETUA: SUHARTOYO [01:18]  
  

Baik, dari DPR tidak hadir.  

Kemudian dari Presiden, silakan, Kuasa Hukumnya.  
  

6. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:22]  
  

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, 
Yang Mulia. Dari … Pemerintah hadir, dari Kementerian Hukum, saya 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Rahadhi Aji sebagai Plh. Kasubdit Politik Keamanan dan Perekonomian, 

dan Saudara Tiopan. Kemudian, dari Kementerian BUMN hadir Bapak 
Wahyu Setyawan (Plt. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan 
Perundangan-undangan, Kementerian BUMN). Kemudian, Bapak 

Rachman Ferry Isfianto (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi 
Strategis, Kementerian BUMN). Kemudian, Bapak Anas Puji Istanto (Plt. 
Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundangan-undangan), Bapak Rudi 

Rusli, dan Bapak Sukendar. Terima kasih, Yang Mulia.  
  

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]  
  

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk 
mendengar keterangan ahli dari Perkara Nomor 52. Bagaimana Pemohon 
52 untuk ahli dan saksinya?  

  
8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-

XXIII/2025: REYHAN FAYYAZ RIZAL [02:27]  

  
Baik, Yang Mulia, saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu 

bahwa mohon maaf, walaupun telah diberikan kesempatan oleh para 

Majelis Hakim, mohon maaf, kami akhirnya tidak dapat menghadirkan 
ahli dan saksi. Oleh karena itu, kami memohon dan berkenan untuk 
melanjutkan saja proses persidangan tanpa menghadirkan ahli dan saksi.  

  
9. KETUA: SUHARTOYO [02:54]  

  
Baik. Nomor 64 akan menghadirkan ahli dan saksi … dan/atau 

saksi?  
  

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-

XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [02:59]  
  

Izin, Yang Mulia, Perkara Nomor 64 akan mengajukan 2 saksi dan 

8 orang ahli, Yang Mulia.  
  

11. KETUA: SUHARTOYO [03:07] 

  
2 saksi dan? 

  

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-
XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:10]  
  

8 orang ahli, Yang Mulia.  
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13. KETUA: SUHARTOYO [03:16]  

  
2 ahli, Pak, ya, yang selebihnya tertulis saja.  

  

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-
XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:16]  
  

Izin, Yang Mulia, apakah diperkenankan untuk 4 ahli, Yang Mulia, 
secara langsung? 3 secara langsung, 1 secara Zoom? Karena (…) 
  

15. KETUA: SUHARTOYO [03:19]  

  
2 saja, ya. 2 … 2 yang dihadirkan karena kami memperlakukan 

perkara yang lain juga seperti itu, tidak ada membeda-bedakan.  

  
16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-

XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:34]  

  
Baik, Yang Mulia, terima kasih.  

  

17. KETUA: SUHARTOYO [03:38]  
  

Baik. Jadi, di antara 8 itu Bapak klaster mana yang utama 

dihadirkan, 2 di antara 8 itu. Nanti selebihnya keterangan tertulis tetap 
kami pertimbangkan sebagaimana yang hadir di persidangan juga.  
  

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-

XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [03:52]  
  

Baik, Yang Mulia, terima kasih.  

   
19. KETUA: SUHARTOYO [03:54]  

  

Baik, 2 … 2 saksi dan 2 ahli, ya. Oleh karena itu, kami jadwalkan 
untuk sidang selanjutnya di hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, pukul 10.30, 
agendanya mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon 64/2025. 

Kemudian ketentuannya untuk ahli jika akan dihadirkan langsung tidak 
ada persoalan kalau melalui Zoom, harap mempersiapkan, baik juru 
sumpah maupun perangkat sumpahnya secara mandiri, dan kemudian 

kalau yang dihadirkan adalah akademisi, supaya ada izin dari 
kampusnya. Kemudian keterangan, baik keterangan maupun CV-nya 
harus sudah sampai di Mahkamah, di Kepaniteraan, selambat-lambatnya 
2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.  
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20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: 

MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [04:48]  
  

Mohon … mohon izin, Yang Mulia, apakah diperkenankan untuk 

pada hari Kamis, 17 Juli 2025, Yang Mulia, karena ahli kami kebetulan 
berkesediaan pada hari Kamis, 17 Juli, Yang Mulia? Mohon 
diperkenankan, Yang Mulia. Terima kasih.  

  
21. KETUA: SUHARTOYO [05:09]  

  
Kami tanggal 17 ada pengucapan putusan dan secara sistematis 

kami itu … persidangan sudah diatur berdasarkan, ya, sebuah perkara 
yang … yang sudah ditentukan pada agenda-agenda yang tertentu, 
sehingga tidak mungkin atau sulit untuk menggeser. Nanti bisa diberi 

pengertian ahlinya, ya, atau dipilih ahli yang lain yang bisa hadir, kan 8. 
Baik, ya?  
  

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: 
MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [05:40]  
  

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
  

23. KETUA: SUHARTOYO [05:41]  

  
Demikian. Untuk … dari Pemerintah supaya mempersiapkan, nanti 

akan kami agendakan pada berikutnya … persidangan berikutnya. 
Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. 

   
 
 

  
 
Jakarta, 9 Juli 2025 

  Plt. Panitera, 
Wiryanto   

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB 
 

KETUK PALU 3X 


		2025-07-09T13:34:35+0700
	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
	Dokumen ditandatangani secara elektronik MKRI




